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ABSTRACT 
In this scientific article and supported by some data that shows the effectiveness of 

Commission V of the West Java Provincial DPRD in managing budget management, where the 
budget management managed by Commission V of the West Java Provincial DPRD is the Regional 
Budget (APBD). Descriptive method is a method that aims to produce data that is in accordance 
with the description or description systematically, factually and accurately about the facts, 
properties and have a relationship between the phenomena studied. In this research the author 
tries to be able to analyze, interpret, and describe the problems that occur and then after that draw 
conclusions from these problems regarding the effectiveness of budget management management 
of working partners of Commission V of the West Java Provincial DPRD. The author chooses data 
collection techniques by conducting interviews and documentation, and the data taken for this 
study are data sourced from documents and interviews with people directly involved in budget 
management activities, namely Commission V of the West Java Provincial DPRD and using data in 
the form of literature studies sourced from journals, laws and regulations, and other influencing 
factors then presented in written form systematically. Commission V of the West Java Provincial 
DPRD has a very important role in managing budget management, where Commission V has 
activities and main tasks for the development of Social Welfare, namely work visits, meeting 
procurement, carrying out management processes and supervising the implementation of the APBD 
so that supervision carried out by Commission V can be more effective and efficient and can obtain 
maximum results in each year. 
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ABSTRAK 

Pada artikel ilmiah ini serta didukung oleh beberapa data yang menunjukkan efektivitas 
Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mengelola manajemen anggaran, dimana manajemen 
anggaran yang dikelola Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat adalah Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD). Metode kualitatif adalah metode yang dipakai oleh penulis dimana 
metode ini bertujuan untuk menghasilkan data yang sesuai dengan gambaran atau deskripsi 
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta memiliki hubungan antara 
fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk dapat menganalisis, 
menginterpretasikan, serta mendeskripsikan permasalahan yang terjadi, dilanjutkan mengambil 
kesimpulan dari permasalahan tersebut mengenai efektivitas pengelolaan manajemen anggaran 
terhadap mitra kerja Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat. Penulis memilih teknik pengumpulan 
data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, serta data yang diambil untuk penelitian 
ini yaitu data yang bersumber dari dokumen dan wawancara terhadap orang yang terlibat 
langsung dalam kegiatan pengelolaan manajamen anggaran yaitu Komisi V DPRD Provinsi Jawa 
Barat dan menggunakan data berupa studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal, peraturan 
perundang-undangan, dan faktor lainnya yang mempengaruhi kemudian disajikan dalam bentuk 
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tulisan secara sistematis. Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki peran yang sangat 
penting dalam mengelola manajemen anggaran, dimana Komisi V ini memiliki kegiatan dan 
tugas pokok terhadap pembangunan kesejahteraan sosial yaitu kunjungan kerja, pengadaan 
rapat, melakukan proses manajemen dan pengawasan pelaksanaan terhadap APBD agar 
pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V bisa lebih efektif dan efisien serta dapat memperoleh 
hasil yang maksimal dalam setiap tahunnya.  

Kata kunci : Manajemen Anggaran; DPRD; Komisi V DPRD; Mitra Kerja. 

 

PENDAHULUAN 

Negera Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan 

republik serta berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

dimana negara Indonesia memiliki salah satu institusi pemerintah yang sangat penting 

yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Institusi pemerintah yang satu ini 

berperan penting dalam mewakili kepentingan politik negara Indonesia, selain 

mempunyai tugas dan kegiatan rutin DPRD juga memiliki beberapa fungsi, dimana 

fungsi ini diharapkan dapat berperan aktif dalam melaksanakan fungsi kontrol yang 

ditujukan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Tujuan DPRD tersebut dilaksanakan 

agar dapat menciptakan pemerintah daerah yang efisien dan tentunya jauh dari praktek 

berdedikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Berikut beberapa unsur kedudukan 

DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah : 

1. Fungsi legislasi, berfungsi untuk merancang berbagai kebijakan serta regulasi yang 

mendorong terlaksananya pelayanan publik yang baik dan standar. 

2. Fungsi anggaran (budgeting), berfungsi untuk meyakinkan jika anggaran yang 

dialokasikan sudah tepat dan sesuai sasaran, serta berjalan dengan efisien dalam 

jumlah maupun waktunya.  

3. Fungsi pengawasan, berfungsi untuk mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan 

peraturan daerah dan penggunaan anggaran. 

Tidak hanya itu DPRD mempunyai fungsi lain yang harus dilakukan yaitu 

menetapkan kebijakan dalam pengelolaan manajemen anggaran. Menurut Wardoyo 

dikutip oleh Ersi Erlita Mokalu (2018:273), memberikan definisi pengelolaan adalah 

suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, 

dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  Sedangkan 

manajemen menurut Stoner yang dikutip oleh Rahmat Rian Maspeke (2017:1), adalah 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para 

anggota organisasi dan penggunaan sumber daya manusia organisasi lainnya agar 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dan menurut Nafarin dikutip oleh 

Nurlaelah (2016:9), anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu 

organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan 

umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan 

barang maupun jasa. Maka dapat disimpulkan jika pengelolaan manajemen anggaran 
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yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan 

dalam memperkirakan rencana anggaran yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan di 

masa yang akan datang.  

Malnaljemen alnggalraln yalng dilalksalnalkaln DPRD sendiri aldallalh ALnggalraln 

Pendalpaltaln daln Belalnjal Daleralh (ALPBD), seperti hall nyal dallalm Undalng-Undalng Nomor 

32 Talhun 2004 telalh dialtur halk alnggalraln sebalgali sallalh saltu halk DPRD. Halk alnggalraln 

tersebut memberi kewenalngaln kepaldal DPRD untuk ikut menetalpkaln sertal 

merumuskaln kebijalkaln daleralh dallalm menyusun ALnggalraln Pendalpaltaln Belalnjal Daleralh 

(ALPBD). ALdalpun yalng dimalksud ALPBD aldallalh sualtu perwujudaln almalnalt dalri seluruh 

ralkyalt Indonesial kepaldal pemerintalh melallui Dewaln Perwalkilaln Ralkyalt Daleralh (DPRD) 

dengaln tujualn mensejalhteralkaln ralkyalt sertal memberikaln pelalyalnaln untuk seluruh 

malsyalralkalt  Indonesial talnpal membedalkaln rals, suku malupun algalmal. Prosedur yalng 

dilalkukaln Komisi V dallalm penyusunalnaln alnggalraln daleralh dengaln melalkukaln 

penyusualn jaldwall sertal membualt proses penyusunaln ALPBD, lalu proses penetalpaln 

ALPBD kemudian ditetalpkaln oleh pemerintalh dengaln jalngkal walktu saltu bulaln sebelum 

talhun alnggalraln bertepaltaln. Rencalnal alnggalraln talhunaln tersebut alkaln dibalhals lallu alkaln 

disetujui secalral bersalmal-salmal oleh DPRD, setelalh itu paldal talhalp selalnjutnyal alkaln 

ditetalpkaln rencalnal keualngaln talhunaln tersebut sesuali dengaln peralturaln daleralh seperti 

hallnyal dallalm Palsall 1 PP Nomor 58 Talhun 2005. 

Selalin itu DPRD jugal memiliki beberalpal komisi paldal setialp daleralh sallalh 

saltunyal aldallalh Komisi V DPRD Provinsi Jalwal Balralt, dimalnal komisi ini merupakan alat 

kelengkapan DPRD yang dibentuk paldal salalt alwall malsal jalbaltaln kealnggotalaln DPRD daln 

komisi ini bersifalt tetalp. Pengertialn dalri Komisi V DPRD Provinsi Jalwal Balralt sendiri 

merupakan sallalh saltu dari lima instrument yalng penting paldal Dewaln Perwalkilaln 

Ralkyalt Daleralh (DPRD) Provinsi Jalwal Balralt. Seperti paldal uralialn sebelumnyal,, ,, ,, ,,, DPRD 

memiliki beberalpal kegialtaln sallalh saltunyal aldallalh kegialtaln malnaljemen pengelolalaln 

alnggalraln, pengelolalaln alnggalraln ini tidalk halnyal sebaltals penggunalalnyal saljal tetalpi 

halrus memperhaltikaln dalri sisi pemalsukaln daln pengelualraln alnggalraln tersebut. 

Sehinggal dalpalt dihalralpkaln pelalksalnalaln kegialtaln ini dalpalt mendorong Pemerintalh 

Daleralh untuk melalkukaln tugals sertal memperoleh pendalpaltaln paldal setialp daleralh. Daln 

melallui ALPBD tersebut, Komisi V DPRD Provinsi Jalwal Balralt dihalralpkaln malmpu untuk 

melalksalnalkaln fungsi alnggalraln secalral malksimall dengaln berbalgali potensi sertal calral 

dallalm mengelolal daln melalksalnalkaln kegialtaln tersebut dalpalt dilalkukaln secalral optimall 

daln tepalt sesuali salsalraln. Komisi V DPRD Provinsi Jalwal Balralt mempunyali tugals daln 

kegialtaln yalng dilalkukaln secalral rutin dallalm bidalng kesejalhteralaln ralkyalt sebalgali 

berikut : 

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

2. Industri Strategi 

3. Ketenagakerjaan termasuk perlindungan Tenga Kerja Indonesia (TKI) 

4. Pendidikan 
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5. Kebudayaan 

6. Pemuda dan Olahraga 

7. Agama 

8. Sosial 

9. Kesehatan 

10. Keluarga Berencana 

11. Pemberdayaan Perempuan 

12. Transmigrasi 

13. Penanganan Penyandang Cacat dan Anak Terlantar 

Dalri uralialn di altals dalpalt dijelalskaln jikal Komisi V DPRD Provinsi Jalwal Balralt 

mempunyali tugals daln kegialtaln yalng dilalkukaln secalral rutin, dimalnal paldal uralialn 

tersebut dalpalt dilihalt balhwal Komisi V DPRD Provinsi Jalwal Balralt tentunyal memiliki 

hubungaln kerjalsalmal dengaln beberalpal mitral kerjalnyal. Berikut beberalpal mitral kerjal 

yalng bekerjalsalmal dengaln Komisi V DPRD Provinsi Jalwal Balralt, yalitu :  

1. Dinals Pendidikaln 

2. Dinals Pemudal daln Olalhralgal 

3. DP3ALKB 

4. Dinals Palriwisaltal daln Kebudalyalaln Provinsi 

5. Komite Olalhralgal Nalsionall Indonesial 

6. Dinals Sosiall 

7. Baldaln Penalnggulalngaln Bencalnal Daleralh 

8. Dinals kerjal daln Tralnsmigralsi 

9. Biro Kesejalhteralaln Ralkyalt 

10. Dinals Kesehaltaln, yalng terdiri dalri: 

a. RSUD. ALl Ihsaln 

b. RSUD. Jalmpalng Kulon 

c. RSUD. Palmengpeuk 

d. RS. Kesehaltaln Kerjal 

e. RS. Palru Sindalng Walngi 

f. RS. Jiwal 

11. UPTD Lalboralturium Kesehaltaln Daleralh 

Tugals daln kegialtaln yalng dijallalnkaln Komisi V DPRD Provinsi Jalwal Balralt sertal 

menjallin hubungaln kerjal salmal dengaln beberalpal mitral kerjalnyal merupalkaln sallalh saltu 

pelalksalnalaln balgialn dalri pengelolalaln malnaljemen alnggalraln yalitu ALPBD. Sehinggal dallalm 

pelalksalnalaln ALPBD tersebut Komisi V DPRD Provinsi Jalwal Balralt diberikaln salralnal sertal 

alnggalraln berupa baltals walktu malksimall penggunaan dana sesuali dengaln kebutuhaln 

yalng telalh ditentukaln sertal memperhaltikaln kemalmpualn dalri ALPBD itu sendiri. Untuk 

memalstikaln alnggalraln algalr sesuali dengaln salsalraln, Komisi V DPRD Provinsi Jalwal Balralt 

halrus melalkukaln penyusunaln rencalnal jalngkal menengalh daleralh hingga paldal proses 

Kebijalkaln Umum ALPBD (KUAL) daln Prioritals Plalfon ALnggalraln Sementalral (PPALS). Hall 
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tersebut dilalkukaln dengaln tujualn untuk mengidentifikalsi daln mengetalhui kejelalsaln 

allokalsi dalnal dallalm alnggalraln pemerintalh daleralh algalr tidalk terjaldi penyelewengaln. 

Paldal peningkaltkaln pengelolalaln malnaljemen alnggalraln dallalm kinerjal keualngaln daleralh, 

DPRD daln Komisi V halrus dalpalt mengualsali keseluruhan proses pengelolalaln 

malnaljemen alnggalraln. Dengaln itu, aldal beberalpal falktor dalsalr pengetalhualn mengenali 

ekonomi daln alnggalraln daleralh yalng halrus dikualsali oleh palral alnggotal Komisi V DPRD 

Provinsi Jalwal Balralt sehinggal penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, 

“Efektivitals Pengelolalaln Malnaljemen Alnggalraln Yalng Di Lalksalnalkaln Komisi V Dprd 

Provinsi Jalwal Balralt Terhaldalp Mitral Kerjal Komisi”. 

 

METODE PENELITIALN 

Pada penelitialn ini penulis menggunalkaln metode deskriptif dengaln pendekaltaln 

kuallitaltif. Metode deskriptif pendekatan kualitatif merupakan metode yalng bertujualn 

untuk menghalsilkaln daltal yalng sesuali dengaln deskripsi dan gambaran secalral 

sistemaltis, falktuall daln alkuralt mengenali falktal, sifalt sertal memiliki hubungaln alntalral 

fenomenal yalng diteliti. Dallalm penelitialn ini penulis berupaya untuk dalpalt 

mendeskripsikaln, mengalnallisis, dan menginterpretalsikaln permalsallalhaln yalng terjaldi 

kemudian dialmbil kesimpulaln dalri permalsallalhaln tersebut mengenali efektivitals 

pengelolalaln malnaljemen alnggalraln terhaldalp mitral kerjal Komisi V DPRD Provinsi Jalwal 

Balralt. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulaln dengan 

melalkukaln walwalncalral daln dokumentalsi, sertal daltal yalng dialmbil untuk penelitialn ini 

yalitu daltal yalng bersumber dalri dokumen daln walwalncalral terhaldalp oralng yalng terlibalt 

lalngsung dallalm kegialtaln pengelolalaln malnaljalmen alnggalraln yalitu Komisi V DPRD 

Provinsi Jalwal Balralt daln menggunalkaln daltal berupal studi kepustalkalaln yalng bersumber 

dalri jurnall, peralturaln perundalng-undalngaln, daln falktor lalinnyal yalng mempengalruhi 

kemudialn disaljikaln dallalm bentuk tulisaln secalral sistemaltis.  

 

HALSIL DALN PEMBALHALSALN  

Komisi V DPRD Provinsi Jalwal Balralt merupalkaln sallalh saltu instrument allalt 

kelengkalpaln Dewaln Perwalkilaln Ralkyalt Daleralh (DPRD), dimalnal komisi ini dibentuk 

paldal salalt alwall malsal jalbaltaln kealnggotalaln DPRD daln komisi ini bersifalt tetalp. Komisi V 

dikelolal oleh Sekretalrialt DPRD Jalwal Balralt yalng terletalk di Jl. Diponegoro No. 27, 

Balndung, Jalwal Balralt, Indonesial 40115, sertal bergeralk paldal bidalng kesejalhteralaln 

ralkyalt. ALdalpun yalng dimalksud dengaln bidalng kesejalhteralaln ralkyalt aldallalh 

keseluruhaln usalhal sosiall yalng terogalnisir sertal memiliki tujualn yalng palling utalmal 

yalitu untuk meningkaltkaln talralf hidup malsyalralkalt berdalsalrkaln konteks sosiallnyal. 

Seluruh kegialtaln Komisi V ini dallalm menjallaln kegialtaln daln tugalsnyal termalsuk paldal 

pengelolalaln malnaljemen alnggalraln sallalh saltunyal aldallalh ALnggalraln Pendalpaltaln Belalnjal 

Daleralh (ALPBD). Pengelolalaln malnaljemen alnggalraln ini memiliki beberalpal kegialtaln daln 

tugalsnyal : 
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1. Menerimal alspiralsi malsyalralkalt tentunyal yalng berkalitaln dengaln bidalngnyal 

2. Mengupalyalkaln peningkaltaln paldal bidalng kesejalhteralaln ralkyalt di lingkungaln daleralh 

3. Melalksalnalkaln kunjungaln kerjal 

4. Mengaldalkaln ralpalt internall 

5. Mengaldalkaln ralpalt dengaln beberalpal mitral kerjal 

6. Mengaldalkaln ralpalt rencalnal progralm kerjal 

Uralialn dialtals merupalkaln balgialn dalri pelalksalnalaln ALPBD, sehinggal paldal salalt 

pelalksalnalalnnyal Komisi V diberikaln falsilitals daln dalnal alnggalraln berupal jalngkal walktu 

yalng malksimall dallalm penggunalaln dalnal sesuali dengaln kebutuhaln dengaln 

memperhaltikaln kemalmpualn ALPBD, yalkni input daln output yalng dilalkukaln Komisi V 

halrus sebalnding dengaln kebutuhaln daln kemalmpualn ALPBD. Dalnal yalng digunalkaln oleh 

Komisi V terjaldi paldal salalt pelalksalnalaln tugals daln kegialtaln khususnyal paldal salalt 

menjallalnkaln kunjungaln kerjal sertal pengaldalaln ralpalt, yalkni dengaln mencukupi seluruh 

kebutuhaln kegialtaln yalitu dengaln membalyalrkaln seluruh bialyal yalng ditimbulkaln alkibalt 

dalri kegialtaln yalng dilalkukaln tersebut.  

Selalin itu Komisi V DPRD Provinsi Jalwal Balralt jugal memiliki hubungaln kerjal 

salmal dengaln beberalpal mitral kerjalnyal dallalm pengelolalaln malnaljemen alnggalraln 

dimalnal pengelolalaln ini didukung dengaln beberalpal kegialtaln daln tugals yalng dilalkukaln 

oleh Komisi V DPRD Provinsi Jalwal Balralt, yalitu :  

1. Melalksalnalkaln Kunjungaln Kerjal ke Dallalm Daleralh daln Kelualr Daleralh 

Kegialtaln ini merupalkaln sallalh saltu fungsi utalmal Komisi V, dimalnal dallalm 

melalksalnalkaln kunjungaln kerjal ini yalitu dengaln melalkukaln pengalwalsaln kinerjal 

sertal pemalntalualn secalral lalngsung ke lalpalngaln terhaldalp hubungaln kerjal salmal 

bersalmal mitral kerjal. Komisi V dallalm sebulaln halrus melalkukaln kunjungaln kerjal 

sebalnyalk tigal kalli yalitu dual kalli perjallalnaln ke dallalm daleralh daln saltu kalli ke lualr 

daleralh dengaln bialyal yalng dikelualrkaln berupal : 

a. Biaya tiket transportasi, jika kunjungan rapat dilaksanakan ke luar daerah 

b. Biaya minyak kendaraan, jika dilaksanakan di dalam daerah 

c. Bialyal refresentaltif 

d. Bialyal penginalpaln 

e. Bialyal lumpsum 

2. Mengaldalkaln Ralpalt 

Ralpalt internall merupalkaln sallalh saltu ralpalt yalng dialdalkaln oleh Komisi V, 

yalkni ralpalt ini bertujualn untuk membalhals sertal mengevallualsi rencalnal progralm 

kerjal yalng alkaln dilalksalnalkaln oleh Komisi V yalng waljib dilalkukaln saltu kalli dallalm 

setalhun. Mengaldalkaln ralpalt ini bertujualn untuk menalnggalpi suralt malsuk yalng 

daltalng dalri sualtu lembalgal altalu mitral kerjal malupun pengaldualn dalri malsyalralkalt 

dengaln memberikaln suralt ballalsaln yalng berisikaln penjaldwallaln pertemualn 

kemudialn ditalndaltalngalni oleh Ketual DPRD Provinsi Jalwal Balralt. ALdalpun bialyal yalng 
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dikelualrkaln dalri kegialtaln tersebut, yalitu bialyal konsumsi ralpalt berupal snalck daln 

bialyal lalinnyal jikal aldal talmbalhaln. 

3. Melaksanakan Proses Manajemen Anggaran 

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki acuan dalam melaksanakan 

tugas dan kegiatannya yaitu dengan melakukan beberapa proses manajemen, proses 

ini merupakan fungsi yang sangat penting karena dapat memastikan efisiensi 

keuangan perusahaan yang merupakan aspek penting dalam sebuah perusahaan. 

Adapun yang dimaksud dengan manajemen merupakan proses untuk mengatur 

sumber daya manusia, dimana proses tersebut diatur guna untuk mencapai tujuan 

yang sudah direncanakan sebelumnya. Yakni manajemen ini terdiri dari beberapa 

proses yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan 

terhadap tugas dan kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang dimaksud manajemen 

anggaran sendiri merupakan suatu proses untuk memperkirakan pendapatan atau 

harta yang dimiliki perusahaan dengan pengeluaran kebutuhan dimasa yang akan 

mendatang. Berikut proses manajemen yang dilakukan Komisi V DPRD Provinsi Jawa 

Barat : 

a. Proses perencanaan, perencanaan yang dilakukan oleh Komisi V DPRD Provinsi 

Jawa Barat salah satunya yaitu mengadakan pembicaraan pendahuluan RAPBD 

yang meliputi : 

1) Pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, restribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa laba/deviden, 

dan lain-lain PAD yang sah. 

2) Belanja daerah yang bersumber dari rekening kas umum daerah, ekuitas dan 

dana. 

3) Pembiayaan daerah yang bersumber dari pembayaran cicilan pokok utang 

yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, 

pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya. 

b. Proses pengorganisasian, pengorganisasian yang dilakukan oleh Komisi V DPRD 

Provinsi Jawa Barat yaitu dengan menetapkan stuktur kepemimpinan dan 

jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD menurut 

perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan 

masa keanggotaan DPRD, permulaan tahun sidang, atau setiap masa sidang. 

Berikut terdalpalt struktur kepemimpinaln Komisi V DPRD Provinsi Jalwal Balralt : 
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Galmbalr 1. Struktur Kepemimpinaln Komisi V DPRD Provinsi Jalwa Balralt 

Sumber : Dibualt oleh penulis paldal talhun 2023  

Stuktur kepemimpinaln Komisi V DPRD Provinsi Jalwal Balralt dialtals dalpalt 

dijelalskaln jikal stuktur tersebut dipilih oleh palral alnggotal komisi daln dilalporkaln 

dallalm ralpalt palripurnal DPRD, yalkni malsal jalbaltaln Ketual, Walkil Ketual, daln 

Sekretalris Komisi V ditetalpkaln Doling lalmal dual setengalh talhun sertal alnggotal 

Komisi V DPRD Provinsi Jalwal Balralt penggalnti alntalr walktu menduduki tempalt 

alnggotal komisi yalng digalntikaln. 

c. Proses pengarahan, pengarahan yang dilakukan oleh Komisi V DPRD Provinsi 

Jawa Barat yakni melakukan pengarahan terhadap rencana penggunaan dana 

APBD yang akan dijalankan serta melakukan pengarahan terhadap beberapa 

mitra kerja yang menjalin hubungan dan kerja sama dengan Komisi V DPRD 

Provinsi Jawa Barat yang bergerak dalam bidang pendidikan, olahraga, sosial, 

kesehatan, dan pada bidang kesejahteraan sosial lainnya. 

d. Proses pengawasan, pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V DPRD Jawa Barat 

yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, 

termasuk APBD, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan APBD, 

yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan 

tujuan tertentu. 

Dari beberapa proses manajemen diatas dapat dilihat jika Komisi V DPRD 

Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa tindakan yang dilakukan, dimana tindakan 

ini tentunya harus dibarengi dengan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana tingkat keberhasilan dari upaya yang dilakukan oleh Komisi V DPRD 

Provinsi Jawa Barat, dan evaluasi dapat meminimalisir kegagalan dalam 

melaksanakan tugas dan kegiatan, serta evaluasi juga dapat memberikan peluang 

berhasil untuk tugas dan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Tindakan yang 

KETUA  

KOMISI  

WAKIL KETUA 

KOMISI  

SEKRETARIS 

ANGGOTA 
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dilakukan oleh Komisi V yaitu terealisasinya pembangunan-pembangunan seperti 

sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan pembangunan lainnya yang begerak pada 

bidang kesejahteraan rakyat. Sehingga beberapa tindakan yang dilakukan oleh 

Komisi V ini termasuk efektif dan berada dalam persentase sebesar 90%, karena 

upaya-upaya yang dilakukan oleh Komisi V ini dapat terlaksana sesuai dengan 

rencana yang sebelumnya sudah dirancang. 

4. Pertalnggungjalwalbaln Manajemen Anggaran (Penggunalaln Dalnal ALPBD) 

Dallalm melalksalnalkaln kunjungaln kerjal Komisi V DPRD Provinsi Jalwal Balralt 

tentunyal mengelualrkaln bialyal, yalkni bialyal yalng dikelualrkaln tersebut didalhulukaln 

oleh dewaln daln stalff yalng melalkukaln kunjungaln kerjal. Hall tersebut dilalkukaln algalr 

setialp dewaln daln stalff Komisi V tidalk semual mengikuti kunjungaln kerjal, sehinggal 

pengelualraln alnggalraln tergalntung paldal setialp individu yalng melalksalnalkaln 

kunjungaln kerjal daln tidalk dihitung dalri jumlalh dewaln daln stalff Komisi V. ALnggalraln 

kals yalng dikelualrkaln halrus mengikuti peralturaln yalng telalh ditetalpkaln yalkni tidalk 

diperbolehkaln melebihi dalri alnggalraln kals yalng telalh disusun sebelumnyal. Setelalh 

kegialtaln kunjungaln kerjal terlalksalnal, seluruh pengelualraln kegialtaln tersebut 

dibebalnkaln kepaldal Sekretalrialt DPRD Provinsi Jalwal Balralt, daln pengelualraln yalng 

didalhulukaln lallu alkaln digalnti dengaln memenuhi prosedur daln berkals yalng 

dibutuhkaln. Selalin itu, sebalgali bukti pertalnggungjalwalbaln terlalksalnalnyal kegialtaln 

kunjungaln kerjal, berikut beberalpal lalngkalh yalng halrus terpenuhi : 

a. SPT daln SPPD yalng sudalh diisi, ditalndaltalngalni, daln dicalp  lembalgal yalng 

dikunjungi kemudialn disaltukaln kedallalm saltu malp disertali dengaln notulen daln 

foto selalmal kunjungaln kerjal. 

b. SPT daln SPPD yalng telalh disaltukaln, disalmpalikaln ke balgialn per Undalng- 

Undalngaln untuk memintal stempel daln palralf. 

c. Setelalh dalri per Undalng-Undalngaln, lallu disalmpalikaln kemballi ke balgialn 

Persidalngaln yalng membualt jaldwall kegialtaln untuk memintal palralf. 

d. Setelalh mendalpalt palralf dalri Persidalngaln kemudialn diberikaln ke Ketual DPRD 

untuk diteken. 

e. Setelalh diteken oleh Ketual DPRD lallu memintal talndaltalngaln ke Sekwaln selalku PAL. 

f. Setelalh ditalndaltalngalni Sekwaln, balrulalh SPT daln SPPD dalpalt ditalndaltalngalni oleh 

Pejalbalt Pengelolalaln Teknis Keualngaln (PPTK) dibalgialn per Undalng-Undalngaln, 

dengaln begitu kunjungaln kerjal telalh terbukti terlalksalnal.  

Paldal salalt melalksalnalkaln kunjungaln kerjal semual bialyal yalng telalh didalhulukaln 

dalpalt dibebalnkaln kepaldal bendalhalral pengelualraln alnggalraln nalmun aldal beberalpal 

lalngkalh yalng halrus dipenuhi dallalm mencetalk kwitalnsi ke balgialn Keualngaln dengaln 

melengkalpi berkals yalng diperlukaln seperti bukti bialyal tralnsportalsi, bialyal minyalk 

kendalralaln, bialyal penginalpaln daln bialyal lalinnyal sertal SPT daln SPPD yalng tentunyal 

sudalh ditalndaltalngalni PPTK. Berikut beberalpal lalngkalh yalng halrus dipenuhi : 
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1. Berkas-berkas yang sudah disiapkan kemudian diverifikasi oleh bendahara 

pengeluaran anggaran melalui pengecekan kesesuaian tanggal pelaksanaan 

kunjungan kerja disertai dengan bukti transaksi. 

2. Setelah terverifikasi, kemudian kwitansi dicetak dan dikembalikan ke Komisi V agar 

ditandatangani oleh dewan dan staff yang bersangkutan. 

3. Setelah ditandatangani, kemudian diberikan ke bagian keuangan untuk 

ditandatangani oleh bendahara pengeluaran anggaran. 

4. Setelah itu, kwitansi diberikan ke Sekwan selaku PA untuk ditandatangani. 

5. Setelah mendapat tandatangan dari Sekwan, kemudian bendahara akan mengganti 

sejumlah dana yang dikeluarkan pada saat pelaksanaan kunjungan kerja ke rekening 

Bank yang sudah direkomendasikan oleh pihak terkait. Dalam 

mempertanggungjawabkan konsumsi rapat atas kebenaran dalam mengadakan 

rapat, yang dilakukan oleh Komisi V adalah dengan menyerahkan beberapa bukti 

hasil rapat ke bagian Tata Usaha dimana sebelumnya bukti ini sudah difotocopy 

untuk diarsipkan Komisi V. Bukti tersebu dapat terdiri dari: 

a. Absensi Rapat, berupa daftar jumlah hadir yang menghadiri rapat. 

b. Notulen dan Foto, berupa laporan hasil rapat yang telah selesai dilaksanakan 

disertai dengan foto keberlangsungan rapat. 

Melallui bukti altalu dokumen yalng diseralhkaln oleh Komisi V kepaldal bendalhalral 

pengelualraln alnggalraln yalng telalh diotorisalsi oleh pihalk-pihalk terkalit, bukti daln 

dokumen tersebutlalh yalng digunalkaln oleh bendalhalral pengelualraln alnggalraln sebalgali 

dokumen altalu berkals untuk pelengkalp bukti dallalm mempertalnggungjalwalbkaln 

pengelualraln yalng telalh dilalkukaln kepaldal Sekretalris Dewaln selalku Penggunal ALnggalraln 

(PAL) daln Kepallal SKPD. 

 

KESIMPULALN DALN SALRALN 

Seperti yang sudah dijelaskan pada uraian dan pada penelitian yang dilakukan 

oleh penulis sebelumnya maka dapat disimpulkan, jika manajemen anggaran yang 

dikelola Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat adalah Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD). Dimana manajemen anggaran ini terdiri dari beberapa kegiatan rutin 

pada bidang kesejahteraan rakyat, serta memiliki hubungan dengan beberapa mitra 

kerja yang bekerja sama dengan Komisi V. Kegiatan dan tugas yang dilakukan Komisi V 

sendiri meliputi kunjungan kerja, pengadaan rapat, serta pertanggungjawaban 

penggunaan anggaran. Kunjungan kerja yang dilakukan Komisi V berupa pengawasan 

kinerja dan pemantauan mitra kerja secara langsung ke lapangan, rapat kerja ini 

dilakukan sebanyak tiga kali yang terdiri dari dua kali perjalanan ke dalam daerah dan 

satu kali perjalanan ke luar daerah. Dibalik perjalanan kunjungan kerja tedapat 

pengadaan rapat terlebih dahulu dengan Ketua Komisi, Wakil Ketua Komisi, Sekretaris 

Komisi, serta seluruh Anggota Komisi, rapat yang diadakan Komisi V ini meliputi rapat 

internal yang bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi program kerja yang 
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berhubungan dengan rencana kerja dan wajib dilakukan satu kali dalam setahun. Selain 

itu Komisi V memiliki tanggung jawab dalam penggunaan anggaran dana yakni dana 

APBD, selama Komisi V menjalankan kunjungan kerja pegeluaran tidak boleh melebihi 

anggaran kas yang telah disusun sebelumnya serta harus mengikuti peraturan 

Gubernur. Setelah kunjungan kerja terealisasi barulah pengeluaran dibebankan 

keapada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, artinya pengeluaran yang didahulukan 

akan diganti dengan memenuhi prosedur dan berkas yang dibutuhkan.  

Pengelolaan yang dilakukan oleh Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat termasuk 

efektif karena pengelolaan tersebut didasari oleh ketetapan peraturan Undang-Undang 

yang berlaku, dan dalam perihal pemakaian serta pertanggungjawaban penggunaan 

dana anggaran sudah berjalan dengan baik dan dilakukan secara optimal sesuai dengan 

prosedur yang telah ditentukan.  

Adapun saran dari penulis untuk Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat 

diharapkan dapat lebih maksimal dalam menjalankan kegiatan dan tugas pokok Komisi 

V terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Jawa Barat agar seluruh masyarakat 

merasa puas atas kinerja yang dilakukan oleh Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat 

sebagai wakil rakyat, seperti hal nya dalam tingkat kehadiran dalam mengikuti 

kunjungan kerja agar lebih ditingkatkan lagi agar dapat lebih proaktif dan produktif 

dalam melaksanakan tugas dan kegiatan Komisi V. Selain itu dalam pelaksanaan 

pengawasan terhadap APBD harus mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan, 

yakni perlu dilakukan pengawasan APBD secara komprehensif yaitu dimulai dari 

pengawasan pada tahap penyusunan APBD, tahap penetapan APBD, tahap pelaksanaan 

APBD, hingga tahap pertanggungjawaban keuangan daerah atau APBD, agar 

pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V pada saat  mengelola pembangunan 

anggaran dan belanja daerah bisa lebih efektif dan efisien serta dapat memperoleh hasil 

yang maksimal dalam setiap tahunnya.  
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